,
BUPATI SUMBAWA BARAT
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PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah daerah.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR
adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan
pengelolaan Risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas
memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat
Daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan
pengendalian yang sudah ada.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko
yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk
menetapkan level atau status risikonya.

Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa,
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat
terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap
pencapaian tujuan.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat
RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang
akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut



17.

18.

19.

20.

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau
yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah
Kabupaten @ Sumbawa Barat untuk melakukan
pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan
panduan dalam pengelolaan Risiko agar efektif, efisien,
transparan dan akuntabel guna mendukung pencapaian
visi dan misi Pembangunan Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
wajib menerapkan SPIP.
Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.
SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur:
a. lingkungan pengendalian;
b. kegiatan pengendalian;
c. informasi dan komunikasi;
d. pemantauan pengendalian intern.
e. penilaian resiko;
Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai ketentuan
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
Khusus terkait untuk uraian unsur penilaian resiko diatur lebih
rinci dalam peraturan Bupati ini.
Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral
dari kegiatan Perangkat Daerah.
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Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan pedoman teknis
penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP
sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 4

Pemimpin satuan kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab
atas efektlfitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-
masing.

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
satuan kerja Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas
keuangan Daerah.

Pasal 5
Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan pengawasan intern
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB IV
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis operasional Perangkat Daerah; dan
c. tujuan pada tingkatan kegiatan.
Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
a. pengembangan budaya sadar Risiko;
b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 7
Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai
dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai
di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan
kerja;
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b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan
organisasi; dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian
yang mendukung penciptaan budaya Risiko.

Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan
keputusan;

b. sosialisasi berkelanjutan terkait pentingnya
Manajemen Risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik
dan konsistensi; dan

d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses
organisasi secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelola Risiko

Pasal 8
Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur
pengelola Risiko, yang terdiri atas:
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan

Risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator
penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah;

c. Bupati dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
sebagai UPR;

d. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit
Kepatuhan; dan
e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
Struktur pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang
menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah.
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang
mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.
Bupati dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di
lingkup kerjanya.
Assisten pada Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan
Pemerintah Daerah.
Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang
memberikan keyakinan yang memadai dan
pendampingan layanan konsultasi, evaluasi, menilai
penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan



memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk
penerapan sanksi terhadap Perangkat Daerah yang tidak
menerapkan/ mengelola Resiko secara konsisten.

Pasal 9
(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko,
Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan
Risiko dengan Keputusan Bupati.
(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Bupati sebagai ketua,;
b. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah
sebagai koordinator merangkap anggota; dan
c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai
anggota.

Pasal 10

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) memiliki tugas:

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal -
hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari
prosedur normal;

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada
Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Pasal 11
UPR sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan
Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) terdiri
atas:
a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
b. UPR Tingkat Eselon II;
c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 12
(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 11 huruf a, memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat
Pemerintah Daerah;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di
tingkat Pemerintah Daerah;
c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah
Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
(2) UPT Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud Pasal 11
huruf b, memiliki tugas;
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit
eselon II pada Organisasi Perangkat Daerah masing-
masing;
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b. menyusun rencana Kerja pengelolaan risiko di
tingkat unit eselon II pada Organisasi Perangkat
Daerah masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi
Perangkat Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud

Pasal 11 huruf ¢, memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Pasal 13
Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (6) bertanggungjawab memantau pelaksanaan
pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.
Unit Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap
Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan
dapat dibentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 14
Penyelenggara proses pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian Risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
€. pemantauan.
Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses
manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya
organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis
organisasi.
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Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 15

Identifikasi kelemahan lingkungan  pengendalian
diperlukan untuk menentukan rencana penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.

Identifikasi  kelemahan lingkungan  pengendalian
dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub
unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 16
Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi
Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan
instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan
pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil
Risiko.
Substansi pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana
dimaksud ayat (1) mencakup:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit
kerja; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah
/unit kerja.
Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat
Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera
setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan)
Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera
setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

Pasal 17
Proses penilaian Risiko meliputi:
a. penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi Risiko; dan
c. analisis Risiko.
Penetapan konteks/tujuan sebagimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. tahap Penetapan konteks/tujuan;
b. tahap penetapan kriteria Risiko.
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Pasal 18
Penetapan konteks/tujuan sebagimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjabarkan
tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan
rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
Konteks/tujuan dalam proses pengelolaan Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi tiga
tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah,
konteks strategis (entitas) Organisasi Perangkat Daerah,
dan konteks operasional (kegiatan).
Konteks strategis pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tujuan strategis
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam
dokumen RPJMD.
Konteks strategis (entitas) Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Organisasi Perangjat Daerah
sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
Konteks operasional (kegiatan) sebagimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan
yang tercantum dalam dokumen RKA.

Pasal 19
Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2} huruf b bertujuan memberikan
pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan
analisis atas Risiko.
Kriteria penilaian Risiko sebagimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Skala dampak Risiko;
b. Skala kemungkinan terjadinya Risiko; dan
c. Skala tingkat Risiko.

Pasal 20

Identifikasi Risiko sebagimana dimaksud pada Pasal 17

ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko

yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Tujuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah.

b. Tujuan strategis (entitas) Organisasi Perangkat
Daerah, dan

c. Tujuan operasional (kegiatan) Organsiasi Perangkat
Daerah.

Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat
pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko,
sumber risiko, dan dampak risiko; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam
daftar Risiko.

Pasal 21
Analisis Risiko sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf ¢ merupakan langkah untuk menentukan nilai
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dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai

kemungkinan dan dampaknya.

Hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan dalam penyusun RTP.

Tahap pelaksanaan analisis Risiko sebagimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan
Risiko;

b. memvalidasi Risiko

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan; dan

d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 22

Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk

mengimplementasikan RTP.

Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang
antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau
prosedur;

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf S5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 23
Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan
telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, yaitu:
a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,;
b. proses penilaian Risiko; dan
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan
sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam
melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 24

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa
pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara
berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah
(Pejabat Eselon II}, Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat
Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat
Eselon 1V) sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya..

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit
Kepatuhan.
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Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab
pengawasan pengelolaan Risiko meliputi:

a. audit;

b. reviu;

c. pemantauan;

d. evaluasi; dan

e. pengawasan lainnya.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 25

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan

Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan

pengelolaan Risiko.

Laporan pengelolaan Risiko meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;

b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan

c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit
Kepatuhan.

Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian

Risiko yang terdiri dari:

a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;

b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat
Daerah/unit kerja; dan

c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.

Laporan pelaksanaan Risiko yang dibuat oleh UPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan

kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat

Daerah dan Unit Kepatuhan.

Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian

Risiko/dokumen RTP.

Laporan Dberkala pengelolaan Risiko oleh UPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada

Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan

Unit Kepatuhan.

Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk

tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh

UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat

strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional

Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat

Eselon II.

Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan

secara triwulanan dan tahunan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

D1tetapkan di Tahwang

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 1. Joverter 2023

BERITA DAKRAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 44
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2023

TANGGAL 44 Novemher 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.
B. Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintah daerah.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan
Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan
pengendalian intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan
pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost
and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur
pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara
komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan
utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko
perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang
akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko.
Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu
dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini. Adapun
kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup
Pemerintah Daerah, meliputi:

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas

tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat

Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat

Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko
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strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama
Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR
Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan
Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya,
sebagai UPR Tingkat Eselon Il dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis
dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya,
dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon Il dan UPR Tingkat Eselon III dan
v,
Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah
dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala
Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis
pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub
Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman

yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di

lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek

pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal
dari faktor eksternal misalnya peraturan perundangundangan baru,
perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana
operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan
yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan
suasana kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP
No. 60 Tahun 2008).

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat
yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat
pencapaian tujuan terjadi.

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui
pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan
pencapaian tujuan.

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas
risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan
lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Skala Dampak Risiko
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Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak
risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan
sebagai berikut:

KategoriDampak
sangat signifikan / 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
Sangat besar sangat signifikan.

o 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
Signifikan / Besar tinggi/signifikan.
Kurang signifikan/ 2 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
Kecil rendah/kurang signifikan.

]

Tidak signmkan/ Pengaruh terhadap pencapaian tujuan

Sangat kecil tidak signifikan.

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan
menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai
berikut:

Kategori Dampak

i

Sangat Tinggl 4 kerugian kegiatan terhent negatif, tersebar pelanggaran

sangat besar tujuon tidak fuas di banyak setius, terkena
tercapai media sanksi
Tinggi 3 kerugian kegiatan sangat negotit, tersebar di  pelonggaran
besar terhambat, beberapa media serius, sonksi
kurang efektit nasionolflckal tertulis
Rendah 2 kerugian kegiatan negotit, terdapot pelonggaran
cukup besar terthambat, pemberitaan bioso, sanksi
kurang efisien tertulis
Sangat Rendoh } kerugian ©do hamboltan ada pembentaan pelonggatan
keci, kurang kegiatan, namun negatit, namun biaso, sanksi
material tertangani tidok maoteriol teguran

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko.
Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan
sebagai berikut:

Kategori Dampak

Hompir pasti terjodi/ 4 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari
Sangat sering 70%, atou lebih dari 7 kali dolam 10 Tahun)

Kemunginan besar/ 3 Kemungkinon terjadinya Risiko sering {sebesar 41 - 70%
Sering terjadi atau 4 sd 7 kali dotam 10 tahun),

Kemungkinan kecil/ 2 Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 1%
Jarang ~ 40% atau 1 sd 4 kali datam 10 tahun

sangat jorang 1 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 -

10%) atau | kali datom 10 tchun
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Sangat Sering 4
Sering 3
Jarang 2
Sengat 1
Jarang

Sangat seringhompir posti
terjadi (probobilitas » 75%)

Sering terjedi (probabilitas »
$0% 5.d.75%)

Kemungkinon terjodimeskipun
kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%)

Sangat jorang terjadi
(probabititas < 20%)

e PRl

Oapat terjodi beberapa koli
dalam 1tahun

Xemungkinan terjadi sekali
dalom 1 tahun

Kemungkinan terjodi sekali
dalam S - 10 tahun

Xemungkinan terjadi sekali
dalom 10 - 20 tohun

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)
Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian
skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan
untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai
dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang
dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut:

No Program/ | Uraian Skor Skor Skala Nilai
" | Kegiatan | Risiko | Dampak | Kemungkinan Risiko
1 2 3 4 5 6=4x5
1. - - 2,5 1,5 3,75
Kriteria Skala Nilai Risiko
Skala Nilai . Penerimaan ,
Risiko Kategori Risiko Tindakan
1 2 3 4

R TN

s ﬁien_];di

perhatian

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan
acceptable/unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks
risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta
kriteria level risiko/ risk appetite yang telah ditentukan. Kategori
nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai

berikut:
Dampak/Konsekuensi
Tidak . Sangat
MATRIKS ANALISIS RISIKO sienifil Kecil Besar signifil
1 2 3 4
M"aﬁ'1Ha.mpirpa:~:ti |4'
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Kemungkinan

besar

Kemungkinan
kecil

Sangat jarang

Keterangan:

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang
memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah
dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen
pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi
(merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa
risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang
sangat tinggi. Selanjutnya kategori rendah (kuning) dan sangat
rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan
diterima.
D. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah
sebagai berikut:
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- Dokumon Archan

Proses su Proses pong
nan RPIMD lsmu RPIMD ponikaian risko S Risiko ctan katijakan
tahun sebotum tahunan Sakca salaky peaniiaian risiko S
RPIMD B tahunan Poryusunan Rrsiko - UPR Pomda (Kopaso Tahunan
bevjalan sd RPJMD Strotogs Pornda Oaorah con Kopoto . Deftas Risiko dan
dsctopkon) OPD/3KxPD) RIP Stratogis
Pemda
Prosos ponyusunan Prosos ponyusunan Peayusunan R0 Xomite pongctoloan ¢ Risi RIP
Ronstro OPD (Sotu Renstra PO Stratogis (Entas) et g::::oogi:‘(k(?um)
tahun sobotum oro - Sokto sotoku OPD
RPINMD S totwinan Koordinator
berjatan sd RPIMD - UPR Tingkat€s. V[ 2
ditotapkan) (xopala OFD/SKPD
aan xabogfkabid
oPD)
Januar ~ Mol Penyusunan RKPD Komite Pongotolaan
Tahun 201X-1 aan Renja GPD Asahan don ketljakon  Risiko Dokuman Arahan dan
penilaian risko kobtiakcn ponitaian
tahunan nsiko tahunan
Aguitus-Saptom- Paenyusunan RKA - Kopala OPD
ber 201x-1 CPO (Ponotapan Ponyusunan Risiko - Unit Pemilik Risiko Oattar tisiko dan RTP
& Op OoPD Tingkot £2 3, 4 OPD Oporasional CPD
pagu a ran por Pongkomunikasion

oqiatan,

Rigiko dan RIP,

Oxktobar Tahun Penyusunan RAPBD. - Kepala OPD
201%-1 Porda APBD Ponyusunan atau ~ Komite 0 - i RIF
Rovisi KSOP Risiko -~ KSOP
Pengkomunikasian - UPR Tingkat Pemmia, - Notulen pengkomu
potubahan KSOP Tingkal Froton L 2. 8 nikastan
dan 4 - Finalsosi Daltar
Novembor - Fronyusunan - Sokda soloku rigiko den R4
Oasomber Tahun Runcangan DPA OPD, koordinotor
201X-1 dan penotcpan DPA
CPD
Januar sg Petoksanaan APBD - Komito PFongaiolaan
Desombor Tahun Penyusunan atau nl:lakgm XSOP
201X ponyemputnaan -u kat Pemda, -
KSOP (Tindok lanjut Tingiattaclon12.3.  pegpro O eonean
RTP) dgan 4
Pciaksanoan KSCP - Komite Pongototocn
Risiko
- Kupalo OPD
- Polaksano Program
dan kogiatan
Barkala - UPR Tingkat Pamaa, o
(Trivaanan) tingkat Lsaion § - Form Monitoring
Polaporan dan Risiko )
monitoring tisiko can 2. tingkat Escion 3 ~ form Monitoring TL
kSOP dand RTP
= Unit Kopatuhan
~ Sekda sokaku
koordinatoe
Pomantoucn kinorfa. Unit Kepatuhan - Notuton rapot
nsito, aan Pong Y RO - Lapofan PeMan
KSOP yang dibangun touan (triwulanan
tahunan, 5
tahunan)
Suni-guth TahuN 208X panyusunan KUA Roviu aan pomutokni- - UPR Pemdo Oahar Risiko dan RTP
PPAS (mmpqn ran RiSkO SATogs { 15 O gts Pomdia
sasaran makro dan Pomda. don Kepalo yang dimutakhirkan
pagu onggaran Catatary OPO/SXPOS
Pemda) Risko siratogis - Sakda setoku
Pamaa okan diriviu Xoordinator
dan ganutakhiskan
satiap tahun
AGUstug-SOPombor  ponyusunan RKA - Kopouk Dourah Doftor Risiko dan RIP
201X OPS/ (Ponctopan Roviu dan pamutakni- - sma colaku

ran Riswko Stralogie

Strategic (Entitos)
)

rencana sasaron & Koordinator
pagu anggaran por  Ceas) OPD - Unit Pamilik Rizo
keglatan Riniko strGtogis Tingkat €o. ! dan 2
(vnititun) OPD ukuis (kepaia OPD/SKPD
iriviv San dan Xabog/Kabid
dimutakhirkon sotiop orp)
tahun
Jonuari - Februarl Polaporen Xeuangan  Pelaporan Pongeto- - Kepala Doorah Laporan Pengeiolaan
Tahun 201X +1 Roviu APIP taan Risika tahun 201X = Kepalo OPD Rigiko Tahun 201X
- UPR Tingkat

Pormdaq, Tingkot
Csutontdan 2,
tingkat
Esalon3 cdan 4
Unit Kepatuhan
- Sokdo colaku

koordinator
Fobruar - Marot Evaluat pong - e (aPp Laporan Evaluasi
Tohun 201X +1) fsiko olah AP® Doorah) Pongololaan Risiko
L - Xepals Dooraoh
Ponilaian - oFD Laporan Ponilaian

- tnapektorat (APIP)
Dagran

Maturitas SPIP

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan
Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan
dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan
sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana
pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat. Hal
tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6)
yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan
pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi
risiko menyatakan bahwa:
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1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi
identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan
tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi
Pemerintah yang lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa:

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat
Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada
pimpinan tingkat menengah; dan

2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
A. Struktur Pengelola Risiko

FENANGGUNG JAWAD
BupXi / Walkota

KOMTE PENGELOLAAN |- e cooveesnocmcmenacasacnncoaacnnann ,I. UNITPEMLXRE XD
REXO X FEMBA

* KOORDHATORFENYELENGGARMN
PENGELOLARSNO

Unt Kepantan o UNITPEMLKREXOTK Ession?
assten Sekda’ Unt Selretar s Daerah
¥R Dturyk
o FENANGGUNGIAWABPENGAWASNI
URT o UNITPEMLXREXO TR ESELON2
FEMLX I L !
RS0 [ | | re= Kepeta Bocn eeperns Gom
TCEseon2 | - Caevsh
UNTTMLE | gpmoun | [Sengy | | S8 [[remaUfD |[Csenpag | | Comxt | | Seneen |
RSXO Sakdn
™ seiond | .
|
= Subtiog poca [suo ] [semsas | Subbag 510 b EX
Setod

Struktur pengelola risiko di atas diuraikan sebagai berikut:
1. Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah

kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam

kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung
jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada

Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian

Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan

pengelolaan risiko.

2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan,

melakukan kegiatan antara lain:

a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan
risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan
notulen;

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab

melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun

tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:
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melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment)
atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional,
serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja
masingmasing.

. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan

kegiatan sehari-hari.

menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam
unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini
(early warning indicator) dan sebagai database untuk
memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.

. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk

dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

a.

b.

C.

UPR tingkat pemerintah daerah
Struktur UPR tlngkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua : Bupati

Koordinator : Kepala Bappeda & Litbang Teknis
Merangkap Anggota

Anggota : Seluruh kepala Perangkat Daerah

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan
Direktur RSUD dan sebagainya)

UPR tingkat unit Eselon II

Struktur UPR tmgkat unit Eselon II, terdiri dari:

Ketua : Kepala Perangkat Daerah masing-
masing, selaku pemilik risiko tingkat
Perangkat Daerah

Koordinator : Sekretaris Perangkat Daerah Teknis
merangkap Anggota

Anggota : Kepala Bagian/Bidang/Irban pada

masing-masing Perangkat Daerah.
UPR tingkat umt Eselon III dan IV
Ketua : Kepala Bagian/Bidang masing-masing
Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko
tingkat Program dan Kegiatan.

Koordinator : Kepala Subbagian Perencanaan pada
masing-masing  Perangkat Daerah
Teknis merangkap Anggota

Anggota : Kepala Sub Bagian/Seksi masing-

masing Perangkat Daerah pada
Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite pengelolaan risiko
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat
Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite
Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

a.

merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur
normal;
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b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah; dan

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Bupati cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

a. Bupati sebagai Ketua;

b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko

dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

5. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan

pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit

Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap

Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai

dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan,

melakukan kegiatan antara lain:

a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan
risiko;

d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat

membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.

6. Penanggung jawab pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab  pengawasan,

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi

terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara
lain:

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada pemerintah daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelola risiko dipengaruhi antara lain oleh

komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan

struktur pengelola risiko.
B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan
sebagai berikut:
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<I Identifikasi Keléhahan Lingku;;;én; t .

Pengendalian Intern (1)

Penilaian Risiko (R)

| Penetapan Konteks/Tujuant . :":—
: «©

: )

- iIdentifikasi Risiko : o+ 2
. [

| £

e e Q

Q.

Analisis Risiko | i -

. SRR ST ';
[ Kegiatan Pengendalian (3) l-

L]

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci
sebagai berikut:
1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern
dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuon :  Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan datam setiop sub unsur lingkungan
pengendalian intern

Keluaran :  Simpulan kondisi lingkungan pengendatian intern dan kelemahan datam sub
unsur lingkungan pengendalian intern yang memaertukan perbaikan

PeloksanofPihak Terkait :  Tingkat Pemda:
- Sekda selaku Koordinator
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepalo Daerah don Kepala OPD/
Eselon t dan i)
- Fasilitator

Waoktu - = Penyusunan RPJMD
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS

Sumber data utcma - Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dil
-Survel persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan
dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan
pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada
pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

(3

Sirnpuiun kelemohan
. : fingkungan
poengamialan omaiolui pengundalion

e dorkumpn

SUIvoi persepst
Kojian, roviu atas pegawai alas Mendasarkan

Persiapan dato kondisi dan kuftur { kondisi lingkungan kepado dua hasit

don kuesioner instansi bercasarkan E; pengendation ; simpulan sementaro

nasil audit, kajan, il metohi Control yaitu hasil penilaian
barito, wawancara, i Environtment cwal dan hasil survei
datolainnya i evaluotion (CEE)

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
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Persiapan data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan

pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah

dapat berupa:

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit
kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan
terkait;

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan
wajib/pilihan oleh Inspektorat;

¢) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya
media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-
sumber lain yang relevan.

Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan

pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner

(ilustrasi sebagaimana form 1).

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

Bapak/itu yang terhormaz, tenma kasn sudsh Sersed:a mengia kues:ones ini. Kussioner ini bertujusn untuk
keperiuan internal dan drmaksuokan untuk medhat kondisit Ingkungan pengendalian d unt instany
Bapak/ibu. Mengingat pentngnya data dan kuesioner in:, diharapkan Bapak/ibu mengisinya dengan benar
dan juur sesudi cengan kendisi saat ini Kam: menjamun keranasiaar: identitas Bapak/iu dan rekapitu'asi
kuesioner tigak akan mencantumkan data din Bapak/iby sexalizn,

B. IDENTITAS RESPONDEN
Berilah tanda slang untuk posisi 3nca saat in?
1 3 Pejatat Struirural
2. [ Pejanat Fungsonal Tententu
3. (O Pejabat Fungsional Umum/Staf
C. PETUNJUK PENGISIAN

1siiah gengan memberikan tickmork (V) pada salah satu kotak prhihan javeaban.

2 Bapsk/iby dapat menamdahkan narasi fain terkait kondisi ingkungan pengendalian pads oag:an akhir
kuasioner ini.

3 Apalufa terdapat pemyatazn yang dirasa kurang jelas, siakan Citanyakan kepadaa fasrator.

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

I PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

A. | Pengembangan Integritas dan Nilai Etika
1 | Pmpinan membenkan keteladanan dalam halintegntasdanetika { 1 O Tidak Pernah
pads tingkah laky senari-han 2. Oarang
3 O Sering
4 OSelsis

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81
pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.
Responden diharap mewakili dari berbagai bidang dan
saat menjawab diharapkan sesuai kondisi sebenar-
benarnya pemahaman responden atas pertanyaan
tersebut, sehingga hasil rekapitulasi menunjukkan
kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan
perbaikan.
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Form 1

llustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

INTERN

CONTROL ENVIRONTMEN EVALUATION (CEE)

PERTANYAAN /KUESIONER

JAWABAN RESPONDEN

RL| R2 | R3 | R4 | RS | R6 | Modus

SIMPULAN
KUESIONER CEE

BN LA A
Pegawai mendapatkan pesan

N i

[

integritas & nilai etika secara
rutin dari pimpinan instansi
(Misalnya keteladanan, pesan
moral, dan lain-lain)

Memadai

Pemerintah Daerah telah
memiliki aturan perilaku
(misalnya kode etik, fakta
integritas, dan aturan perilaku
pegawai) yang telah
dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai

Memadai

Telah terdapat fungsi khusus di
dalam instansi yang melayani
pengaduan masyarakat atas
pelanggaran aturan perilaku/
kode etik

Memadai

EC

Pelanggaran aturan perilaku/

Memadai

koglgretik telah diﬁnqaldgn'uu

BEP] ETEN

Standar konipetensi setiap
pegawai/ posisi jabatan telah
ditentukan

Memadai

Pegawai yang kompeten telah
secara tepat mengisi posisi/
jabatan

Memadai

Pemerintah Daerah telah
memiliki dan menerapkan
strategi peningkatan
kompetensi pegawai

Memadai

Terdapat pelatihan terkait
pengelolaan risiko, baik
pelatihan khusus maupun
pelatihan terintegrasi secara
berkala

Memadai

c-,

| KONDUSIF

KURANG
MEMADAI

Pimpinan telah
menetapkan kebijakan
pengelolaan risiko yang
memberikan kejelasan
arah pengelolaan risiko

Kurang Memadai

Pimpinan menerapkan
pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam
pelaksanaan tugas dan
pengambilan

Memadai

Pimpinan membangun
komunikasi yang baik dengan
anggota organisasi untuk berani
mengungkapkan risiko dan
secara terbuka menerima/
menggali pelaporan
risiko/masalah

Memadai

Gaya pimpinan dapat
mendorong pegawai untuk
meningkatkan kinerja

Memadai

Pimpinan menetapkan sasaran
strategis yang selaras dengan
visi dan misi Pemerintah
Daerah

Memadai
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NO.

JAWABAN RESPONDEN

PERTANYAAN /KUESIONER

Ri1| R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Modus

SIMPULAN
KUESIONER CEE

b

c

d

Rencana/sasaran strategis
Pemerintah Daerah telah
dijabarkan ke dalam sasaran
Perangkat Daerah dan tingkat
operasional Perangkat Daerah

Memadai

Rencana strategis dan rencana
kerja Pemerintah Daerah telah
menyajikan informasi mengenai
risiko

Kurang Memadai

da.la.m en elolaan nmko _

Adanya transparansi dan
ketepatan waktu pelaporan
pelaksanaan peran dan
tanggung jawab masing-masing

—
'

Kntena pendelegasmn
wewenang telah ditentukan
dengan tepat

Memadai

Pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab dilaksanakan
secara tepat

Memadai

Kewenangan direviu secara
periodik

Memadai

PENYUSU'NAN DAN PENERAPAN

 KEBIJAKAN YANG SEHAT
| m'mne PEMBINAAN SUMBER

DAYA MANUSIA

KURANG

Pemerintah Daerah telah
memiliki Kebijakan dan
prosedur pengelolaan SDM yang
lengkap (sejak rekrutmen
Sampai dengan pemberhentian
pegawai)

Memadai

Rekruitmen, retensi, mutasi,
maupun promosi pemilihan
SDM telah dilakukan dengan
baik

Memadai

Insentif pegawai telah sesuai
dengan tanggung jawab dan
kinerja

Memadai

Pemerintah Daerah telah
menginternalisasi budaya sadar
risiko

Kurang Memadai

Adanya pemberian reward
dan/atau punishment atas
pengelolaan risiko (Misalnya
mempertimbangkan
pertanggungjawaban
pengelolaan risiko dalam
penilaian kinerja)

Kurang Memadai

Terdapat evaluasi kinerja
pegawai, dan telah
dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan

Kurang Memadai

Instansi telah mengalokasikan
anggaran yang memadai untuk
pengembangan SDM

Kurang Memadai

- PERWUJUDAN PERAN APARAT

PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH YANG EFEKTIF

KURANG

Inspektorat Daerah melakukan
reviu atas efisiensi/ efektivitas
pelaksanaan setiap
urusan/program secara
periodik

Memadai
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telah ditindaklanjuti

1 | Hubungan kerja yang
baik dengan instansi/organisasi

JAWABAN RESPONDEN SIMPULAN
NO. | PERTANYAAN /KUESIONER 27T Ra [ R3 | R4 | R5 | R6 | Modus | KUESIONER CEE
a b c d
2 Inspektorat melakukan reviu
atas kepatuhan hukum dan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai
aturan lainnya
3 | Inspektorat memberikan
layanan fasilitasi penerapan .
0 g’ngelolaan ” sikf o P 2 | 2 2 | 2| 2| 2 2 Kurang Memadai
penyelenggaraan SPIP
4 | APIP telah melaksanakan .
pengawasan berbasis risiko. 2 2 2 2 2 2 2 Kurang Memadai
5 | Temuan dan saran/
rekomendasi pengawasan APIP 3 3 3 3 3 3 3 Memadai

peemriksaan (inspektorat,
BPKP, dan BPK) telah
terbangun

lain yang memiliki keterkaitan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai
operasional telah terbangun
2 | Hubungan kerja yang baik
dengan instansi yang terkait
atas fungsi pengawasan/ 3|3 |3|als|s]| s Memadai

Keterangan:

Kolom ¢

diisi dengan jawaban responden

aban:

Ket. Jaw:

Tidak setuju/belum ada/belum

bangun

Kurang setuju/telah dibangun atau diterapkan akan tetapi belum konsisten

Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

EN (M S

Sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi

lain

Kesimpulan tiap pertanyaan:
“Memadai® apabila modus jawaban responden adalah 3 atu 4
“Kurang Memadai® apabila modus jawaban responden 1 atau 2

Kesimpulan tiap sub unsur:
“MEMADATF apabila seluruh kesimpulan tiap pertanyaan telah “Memadai”
“TIDAK MEMADAP” apabila terdapat satu atau lebih kesimpulan pertanyaan yang “Tidak Memadai®

Kolom d diisi dengan simpulan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan
kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, di mana:

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu
dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah
daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
permasalahan
pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan

menggunakan data yang dikumpulkan pada

permasalahan

dalam

lingkungan

langkah

persiapan penilaian, sebagai contoh data yang digunakan

untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian

intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; dan

2) Berita pada media massa.
Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi
kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah
daerah. Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut:

Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian 2018

Urusan Pemerintahan

Bidang Kesehatan

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.

Sumber data

Uraian kelemahan

Klasifikasi

(]

d
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kompetensi dan
Pengalaman

1 Media massa Banyak terjadi pencopotan/ | Penegakan
mutasi pejabat daerah integritas dan
karena tersangkut kasus nilai etika
hukum Komitmen
Pegawai belum terhadap
ditempatkan sesuai dengan | kompetensi

2 LHP BPK No. xxx

Pemerintah Kabupaten XYZ

Penyusunan dan

Kabupaten XYZ belum
memenuhi kebutuhan

tanggal xxx belum memiliki strategi penerapan
tentang Hasil dalam pemenuhan dan kebijakan yang
Pemeriksaan BPK | pendistribusian SDM sehat tentang
Efektivitas kesehatan di Puskesmas pembinaan SDM
Pengelolaan Kualifikasi dan kompetensi | Komitmen
Sumber Daya Dokter serta tenaga terhadap
Kesehatan JKN kesehatan di RSUD Kompetensi

Pemenuhan tenaga

Penyusunan dan

kesehatan di RSUD penerapan
Kabupaten XYZ belum kebijakan yang
memperhatikan tingkat sehat tentang

kebutuhan dalam
pemberian pelayanan
kesehatan

pembinaan SDM

3 SK Inspektur No,
xxx tanggal xxx
PKPT Inspektorat

Inspektorat belum
melakukan audit kinerja
atas penyelenggaraan
urusan kesehatan dalam
tingkat strategis

Peran APIP yang
Efektif

4 LHP BPK No. xxx
tanggal xxx
tentang Hasil
Pemeriksaan atas

Pelayanan pasien BPJS di
Kabupaten XYZ belum
optimal dan terdapat
regulasi Dinas Kesehatan

Kepemimpinan
yang kondusif

Kinerja Kabupaten XYZ tidak
Penyelenggaraan berjalan sebagaimana
JKN mestinya yaitu ketentuan
mengenai praktek Dokter
Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur

Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Environtment Evaluation (CEE).

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data
persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan
pengendalian urusan Wajib/Pilihan pemerintah daerah.
Survei tersebut dapat menggunakan metode Control
Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri
atas pengendalian/Control Self-Assessment (CSA) yang
diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu
diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan
klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang
memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.
Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern
pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan
oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang
memadai.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib
pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan
lingkungan pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
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yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM
belum dilakukan dengan baik.

. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian
pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja.
Ilustrasi dapat disajikan sebagai Form 2.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/
konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi
informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam
rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan
pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan integritas dan nilai etika

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena

tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi
dan pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga
kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi
kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di
Era JKN.

3) Kepemimpinan yang kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan
risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan
risiko.

b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah
Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.

c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum
optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan
Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya
yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter.

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan SDM

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya
sadar risiko.

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau
punishment atas pengelolaan risiko.

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan
dalam perhitungan penghasilan.

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.

e) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi
dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM
kesehatan di Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ
belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam
pemberian pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan peran APIP yang efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang

dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah

yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit
kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada

Dinas Kesehatan.
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Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang
baik, sedapat mungkin Bupati diikutkan dalam pembahasan
kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas
kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan
menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan
lingkungan pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).
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Form 2

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah XYZ

Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun penilaian 2018

: Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi
No. Sub unsur Hasil Uralan Hasil Uraian Simpulan Penjelasan
a ) b c d E f £ h
1 Penegakan Kurang Banyak terjadi Memadai - Kurang Banyak terjadi
integritas dan nilai | Memadai | pencopotan/mutasi Memadai pencopotan/mutasi pejabat
etika pejabat daerah karena daerah karena tersangkut
tersangkut kasus hukum kasus hukum
2 Komitmen Kurang Pegawai belum ditempatkan | Memadai - Kurang Pegawai belum ditempatkan
terhadap Memadai | sesuai dengan kompetensi Memadai sesuai dengan kompetensi
kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan pengalaman Kualifikasi
dan kompetensi Dokter serta dan kompetensi Dokter serta
tenaga kesehatan di RSUD tenaga kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum Kabupaten XYZ belum
memenuhi kebutuhan akan memenuhi kebutuhan akan
pemberian pelayanan pemberian pelayanan
kesehatan di Era JKN kesehatan di Era JKN
3 | Kepemimpinan Kurang Pelayanan pasien BPJS di Kurang Pimpinan belum Kurang - Pimpinan belum
yang kondusif Memadai | Kabupaten XYZ belum Memadai menetapkan kebijakan Memadai menetapkan kebijakan
optimal dan terdapat pengelolaan risiko yang pengelolaan risiko yang
regulasi Dinas Kesehatan memberikan kejelasan memberikan kejelasan arah
Kabupaten XYZ tidak arah pengelolaan risiko pengelolaan risiko -Rencana
berjalan sebagaimana Rencana strategis dan strategis dan rencana kerja
mestinya yaitu ketentuan rencana Kerja Pemerintah Daerah belum
Puskesmas belum Pemerintah Daerah menyajikan informasi
sepenuhnya menyediakan belum menyajikan mengenai risiko.
seluruh kebutuhan farmasi informasi mengenai - Pelayanan pasien BPJS di
untuk mendukung risiko Kab. XYZ belum optimal dan
pelayanan kesehatan secara terdapat regulasi Dinas
memadai Kesehatan Kab. XYZ tidak
berjalan sebagaimana
mestinya yaitu ketentuan
mengenai praktek Dokter
4 Struktur organisasi - - Memadai - Memadai -
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Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun penilaian 2018
_ Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi
No. Sub unsur Hasil Oraion Hasil Uraian Simpulan Penjelasan
a b c d E_ £ g h
sesuai kebutuhan
5 | Pendelegasian - - Memadai - Memadai -
wewenang dan
tanggung jawab
yang tepat
6 Penyusunan dan Kurang Pemerintah Kabupaten XYZ | Kurang Pemerintah Daerah Kurang - Pemerintah Daerah belum
Penerapan Memadai | belum memiliki strategi Memadai belum menginternalisasi | Memadai menginternalisasi budaya
Kebijakan yang dalam pemenuhan dan budaya sadar risiko - sadar risiko -Belum terdapat
sehat tentang pendistribusian SDM Belum terdapat pemberian reward dan/atau
Pembinaan kesehatan di Puskesmas pemberian reward punishment atas pengelolaan
SDM Pemenuhan tenaga dan/atau punishment risiko (Misalnya
kesehatan di RSUD atas pengelolaan risiko mempertimbangkan
Kabupaten XYZ belum (Misalnya pertanggungjawaban
memperhatikan tingkat mempertimbangkan pengelolaan risiko dalam
kebutuhan dalam pemberian pertanggungjawaban penilaian kinerja) -Evaluasi
pelayanan kesehatan pengelolaan risiko kinerja pegawai belum
dalam penilaian kinerja) dipertimbangkan dalam
-Evaluasi kinerja perhitungan penghasilan
pegawai belum anggaran pengembangan
dipertimbangkan dalam SDM belum memadai.
perhitungan Pemerintah Kabupaten XYZ

penghasilan anggaran
pengembangan SDM
belum memadai

belum memiliki strategi
dalam pemenuhan dan
pendistribusian SDM
kesehatan di Puskesmas
Pemenuhan tenaga
kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum
memperhatikan tingkat
kebutuhan dalam
pemberian pelayanan
kesehatan
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Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun penilaian 2018

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

. N o Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Pergsepsi- ‘
. No. Sub unsur 7 Hasil Uraian Hoail - Uraian Simpulan Penjelasan
a b c d B £ g : h
7 Perwujudan Kurang | Inspektorat belum Kurang Inspektorat belum Kurang Inspektorat belum
peran APIP memadai | melakukan audit kinerja memadai memberikan layanan memadai memberikan layanan
yang efektif atas penyelenggaraan fasilitasi penerapan fasilitasi penerapan
urusan kesehatan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan risiko dan
tingkat strategis penyelenggaraan SPIP penyelenggaraan SPIP serta
serta belum optimal APIP belum optimal
melaksanakan melaksanakan pengawasan
pengawasan berbasis berbasis risiko.
risiko. Inspektorat belum
melakukan audit kinerja
atas penyelenggaraan
urusan kesehatan dalam
tingkat strategis
8 Hubungan Kerja - - Memadai - Memadai -
yang Baik dengan
Instansi
Pemerintah Terkait
Keterangan:

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka
lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
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2. Penilaian Risiko
Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuon : - Menotapkan konteks/tujuan dan memadih tujuan yong akan dilokukan
penilaion risiko
- Melokuken idontitkasi risiko can onglisis risiko
- Memton)mn risko~risiko yong akan ditangani lebih lonjut (dibongun
RTP-nya

Kefuaran : - Daftor tujuan/sasaran strategis Pemasintah Daerah untuk tiop-tiap urusan

dan indikator kinarjanya

- Doftar Wjuon/sasaran stratogis (Entitas) OPD

- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-ticp urusan dan indikator
keluarannya

- Kartas Kerfa idontifikasi Rislko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Piihan Strotogis
Pemerintch Dacrah

- Kertas Korja dentifikosd Risiko (Daftar Risio) Urusan Wojib/Pilihan Stratogis
(Entitos) OFD

- Kertas Xorja idontifikost Risiko (Doftar Risiko) Unssen Wojib/Pinen

CFD

- Kertas Korjo Hosil Anotlisis Risiko Urusan Wojb[Piihan Strategis Pemarintah
Daeroh, Stratogis (Entitas) OPD, dan jonal OPD

- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pitihan Strategis
Pemerintah Dasrah, Strategis (Entitos) OPD, dan Operasional OPD

Paloksana/Pinok Torkait :  StrategisPemerintah Daorah
-Sekda selaku Koordinator
-UPR Permdo (Kepola Cacrah don Kepata OPD/SKPO)
-Fasiitator
Strategis (Entitas) OPD
~Sekda sclaku Koordinator
-UPR Tingkat Es.1/ 2 (Kepato OPO/SKPD dan Kabag/Kabid OPD
~Fasilitator
Operosional GPO
-Kepalo OPD
~Unit Pemilik Risiko Tingkat £3 3, 4 OPD Fasilitotor

Waktu Strategis Pomorintah Dasrah
-Penyusunan RPIMD
~Direviu/ dimutakhirkan setiop tahun pada scat penyusunan KUA/PPAS
Strategls (Entitas) OPD
=Pada saat penyusunan Ronstra OPD
-Doviu/ dimutakhirkan sotiop tahun poda saat penyusunan RKA-CPD
Oporasional OPD

Pagda soat penyutunan RKA-OPD
Sumbet data utama . CSA[FGD

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan
digambarkan sebagai berikut:

watandtivasi ditlivo

Manotapan @ Mengidentitikasi ";“"""W“a" analisia
xontoks/ Tujuan sisiko tisiko

yang) akan
dilakukan
poniaian risiko

Momvalidaci risiko

@ Mongaovaluasi
pongonaalian

@ monyiapkan yang ada dan

ponilaian riaiko yong dibutuhkan

@ Monyusun
Honcano tindak
rongondalian RTP

a. Menetapkan konteks/tujuan
1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan

dilakukan penilaian risiko.
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah
menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan
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ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis
Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas)
Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional
Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan
penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang
hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap
tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah
untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan
indikator kinerja organisasi yang akan dicapai.
Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah
adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada
tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat
Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan
dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan
Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit
kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko
disajikan sebagai berikut:

ndh stor Lenenya Pensdaun Rinao
Seseren SUalegn Stratents Ururan
Porngrwt sh Dasven Maun/Pu-man peds

PUMERINTAM
CALRAN

e

. B e e e .. B T

| AINSTRAOPD 1, 2.3, ; ! Tupsan & Sararan NdNELH Renetia Pendaan Rivkir

: D | | Strategm (E ntaan} OPD Sasaren Mcstegn Stestegrs ([ATEI) OPD \
1 ! L2500 (reaan) 000 1,28, ! 12300 I
| :

oPn

Dae 1

I !

| P

orp D memarsasrn [ tuven & tararan | it stor Lnerye | remtmsmbann |
i eoravoe Operaucna || weemtnoro1 2 Opevorcnat 0701 |

i { (eCatem) OPD L. 2. ¢ 5.0u : 2 tme
i i s ow

|
}

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan
penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan
bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling
utama dan dirasakan masih memiliki banyak
permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan
mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan
lainnya antara lain tujuan yang mendukung
pencapaian target program prioritas nasional yang
tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu
bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak
perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya.
Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya
dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap
tingkat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah

Daerah.

Tujuan :  Memporoleh informasi tujuan/sasaran stratogis Pemerintoh Dacroh untuk
tiap-tiop uruson oan makotor kineranyo

Ketugran : = Daftar tujuan/sasaran strategis pemerintah dacrah
dan indikator kinorjenya
- Daftar Ususan Wajib/Pithan dan OPD yang Terkait
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Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan
Strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Nama Pemgratch Docron Pornarnich Xabupoion XY

Tahun Penutaian i}

Pencan yang ks Tahun 7019-2023

Sumbxr Dato * RPJAMD KGDupaten XYZ Tatan 2012-2023

Tupn Stratogs BPAD fuyguan 1 Monngistnya tualtos tata Lelola pomerntahan
Tupuaon L2 Mennghalrya kohesvitas Mmalyo" oot
Tupson 21 tror
Tupion 22 Momﬁgm.!rwo .

eloyaktunan
TUpoN 2.3 MOnengict iy aksos A OMunkas don in'ormas
Tuuan 24 MENUrUNY G 19310 DONCGHT
Tupuon 25 Monngrotryo tuattos Lngkur-gm tedup
Tupson 31 gtatnyo clzes don
Tuzucn 32 Morengeotnya dorgiot kesehaton motvotuml
Tujuon 33 Menngiatnya toscjahtoroan soziol

Tujuan 3 4 Manngratnya p daalam px G
Tupuan 41 Moninglotnyo isju pommmcn  ckonomi
Yupsan 42 Geotrwo p
Pencopon Kontots Tujuon 32 s L Ya deroj
Oinas Terkst - Dnas Koschatan
- RSUD Kabupaton XY
- Gnas Y Poreempaan, Pos
Mom:mgusam(wuma)
- Dnas Potenpan Umum dan Porumohan Raxyat
SazGIon RPID 3 Giaty ibu onck
mazsmmpamumw
324 Y P xvz
3328 gy paunsmo ruda datam
XU Sasaran RPIMD Usia HaErapan Hxdup daentukan olch juMiGh komakon boyl faa angha
RO Kemouon bayt Botar, Moka usio argta harapon fudup rendan
Pricritas Pembangunan Prio:lios pembangunan:
dan Program Ungguian ~ Program Paninglott by don Anok
= Program P Y Anck Daito
- Program Pancegahan don Penchggulongan Perykit
- Program
- Program Promosé
~ Program Purbalon Gz Masyaorot
Tujuon Sosaron &y uuon 32 Merungiatiya deraiat kosehatan mosyarakat

Dﬁﬁ*ﬁa&“’ﬁenetawifmm%ﬁﬂpememtah
daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa
tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas
sesuai dengan visi dan misi Bupati atau
pertimbangan profesional lainnya.

Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat
dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya
dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan
Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Sebagai contoh, “Dokumen Arahan dan Kebijakan
Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemerintah Kabupaten
XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah
Daerah yang akan dilakukan untuk 2 tujuan
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strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari

misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan

strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah:

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Bupati dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat
Eselon Il) yang memiliki keterkaitan secara fungsi
dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara
lain pada:

a) Dinas Kesehatan;

b) RSUD Kabupaten XYZ;

¢} Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB);

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan

dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri

oleh pejabat Eselon III dari PERANGKAT DAERAH
namun sifatnya sebagai pendamping.

(2) Fasilitator
Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu
instansi pemerintah dalam melaksanakan
langkah demi langkah proses penilaian risiko.
Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite
Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain
yang  berkompeten. Langkah  penetapan
konteks/tujuan strategis pemerintah daerah
adalah sebagai berikut:

a} Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta
data lainnya terkait perencanaan seperti
SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;

b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator
Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang
diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam
RPJMD;

c) Identifikasi data atau informasi lain yang
relevan misal prioritas pembangunan atau
program unggulan terkait dengan
tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan
yang dipilih berdasarkan RPJMD;

d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis
pemerintah daerah yang akan dilakukan
penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesuai kebutuhan;

e) Tuangkan hasil identifikasi sebagaimana
contoh form 3 sebagai berikut:
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Form 3
CONTOH PENERAPAN

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Periode yang Dinilai

Tahun Penilaian 2018
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data

RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023

Tujuan Strategis
RPJMD

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi

Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi
Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan
konteks Risiko
Strategis
Pemerintah
Daerah

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Nama Dinas

Dinas Kesehatan

Terkait

RSUD Kabupaten XYZ

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran RPJMD

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kab. XYZ Sasaran
3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi

IKU Sasaran
RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika
angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.

Prioritas
pembangunan dan
program unggulan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Pelayanan Kesechatan Anak Balita
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Promosi Keschatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan, Sasaran,
IKU yang akan
dilakukan

penilaian risiko

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
tahap ini:
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(a) FGD dilakukan untuk membahas jika
terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/
indikator menurut RPJMD dengan faktualnya.
Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD
menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang
akan digunakan untuk keperluan penilaian
risiko;

(b) Perbedaan pada poin (a) tersebut dapat
menjadi bahan masukan bagi perbaikan
dokumen perencanaan (RPJMD).

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah
Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

Tyuan ;. Memperoteh informasi tujuan/sosoron strategis (Enttas) OPD yong terkait
untuk ticp-tisp urysan don indikotor kinerjanyo

Kglugron :  Doftor tujuan/sasaron strotegis (Entitas) OPD yang terkait untuk tiop-tiop
urusan ¢on indikator kinerjonyo
- Sekdo selaky Koordingtor

PelaksonofPhok Terkait - Unit Pemil Risiko Tingkot Eselon | don 2 (Kepolo OPD/SKPD dan Kabagfko

bid OPD)
- Fasuitator

Walty . - Padasaat penyusunion Renstrg OPD
- Direviu/dimutathirkan setiap tahun pada saot penyusunon RKA-OPD

Sumber data utama : Renstro OPD

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing
Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya,
sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan
tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat
Daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan
(Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat akan menetapkan
tyjuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat
Daerah terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan
Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis
(entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan
adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra

Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
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(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator
Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan
urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang
mendukung pencapaian tujuan strategis yang
telah ditetapkan pada penetapan konteks
strategis Pemerintah Daerah;

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas)
Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian
risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian
risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai
kebutuhan;

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana
form 4.

Form 4
CONTOH PENERAPAN

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS (ENTITAS) PERANGKAT

DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Periode yang Dinilai

Tahun Penilaian 2018
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan
Peran Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Koordinator

Sumber Data

Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Tujuan Strategis

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.

IKU Renstra No. IKU 2023
Perangkat Daerah 1 Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 57
| Kelahiran Hidup
2. | Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 3,2
3 Andgka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran 3.6
* | Hidup ’
4 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga 100
* | Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
S. | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
6. | IKU Lansia Belum ada
7. | IKU Gizi Belum ada
8. | IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada
Informasi Lain

Tujuan,
Sasaran, IKU
yang akan
dilakukan
penilaian
risiko

Tujuan Strategis:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi
IKU Strategis:

- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Kab. XYZ, ................ 2018
Kepala Dinas Kesehatan
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...........................

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas)
Perangkat Daerah juga dilakukan pada Perangkat
Daerah terkait yaitu RSUD Kabupaten XYZ,
DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks
strategis Pemerintah Daerah)

Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat
Daerah

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional
Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

Tuyuan ¥emperoleh ntarmat progrom tegatnn utama quan kegatan dan
TUERGICT KOUOION LATLE BAP-BAP LILSEN Wopb/phen yong dikelola olch
$0top CPO

Kelusren : - Daftor ajuon kegioton vicma OPD untuk tiop-tiap urusen can indkator

ke'varennya

Peasona/Pinak Terant - Kepats 0PD
* Urat Pemidk Risko Tingiot £seion 3.4
- Fasttator

waktu : Poda 300t pomyusuncn RKA-OPD

Sumber dotovicma " Remo

Sumber Data lain . DPA OPD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat

Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat

Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya.

Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat

Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis

Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional

Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah

sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA
Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator
keluaran terkait dengan tujuan strategis
Perangkat Daerah yang sudah dipilih
sebelumnya,;

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator
keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko.
Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian
risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh
kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat
Daerah bisa memilih sebagian
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi
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dan misi kepala daerah atau pertimbangan

profesional lainnya;
(4) Menuangkan hasil identifikasi.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan

Urusan Wajib Kesehatan maka

penetapan

Konteks/Tujuan operasional Perangkat Daerah
pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Periode yang Dinilai

Urusan Pemerintahan

Tahun Penilaian 2018
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Sumber Data

Renja Dinas Keschatan Tahun 2019

Tujuan Strategis

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Program Dinas 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kesehatan (Renja | 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2019) dan 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kegiatan Utama 4, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
Keluaran/Hasil 1. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 7.455 ibu hamil
Kegiatan 2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang peserta
3

. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko
tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca
salin dengan pelayanan darah pada sektor
eksternal

50 orang peserta

4. Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja

20 orang peserta

5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan
1K1

20 orang peserta

Informasi Lain

Kegiatan, dan
Indikator
keluaran yang
akan dilakukan
penilaian risiko

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan
dan anak

Kab. XYZ,

............... 2018

Kepala Dinas Kesehatan

.................

..........

2) Menyiapkan penilaian risiko

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal
perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan

penilaian risiko disajikan sebagai berikut:
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Tujuan 1 - Menetapkon kriterio don skalo dampok serta kemungkinan risiko
- Menstapkon skala risiko yong dopot diterima

Xeluaran : - Skala dampak dan kemungkinan
- Skalo risiko yang dapot diterima

PeloksanofPhak Terkot : - Unit Pemifi Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2, 3 dan 4

- Fasilitotor
Waktu : - Penyusunan RPJMD

- Direviu/dimutakhirkan sstiap tohun pado saot penyusunan KUAJPPAS
Sumber dota utoma : - Pedoman Penilaion Risiko

- CSAJfGD

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta
kemungkinan risiko.
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar
mengacu kepada pedoman ini, sebagaimana telah
disajikan pada lampiran Bab II. Selain itu,
penetapan kriteria dan skala dampak serta
kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan
skala nilai risiko dan matriks analisis risiko
sebagaimana telah disajikan pada lampiran Bab II
pedoman ini.

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam
suatu dokumen.
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan
ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan
dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko,
perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan
alur proses kerja, peraturan perundang-undangan,
struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan
pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko,
dan sebagainya.

b. Identifikasi risiko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam
pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan
prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat
diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi
atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap
identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga
disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik
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risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab
risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak
dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko,
dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini
menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan
penilaian risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah
yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat
Daerah. Contoh Kode _I_Qi_siko adalah sebagai berikut:

19 00 | 05 ] RS0.19.00.05.01

RSO
19
00

Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah
Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019

Kode urusan wajib/pilihan {(untuk risiko strategis Perangkat
Daerah dan Operasional) atau tujuan strategis (untuk risike
strategis Pemerintah Daerah).

Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis
Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah yang
menilai {untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan
Operasional)

Nomor urut risiko

0S =

01 =

Penjelasan pengkodean
sebagaimana form 5.

selengkapnya disajikan

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan
pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; dan

2) ldentifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada
permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap
tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang
mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.
Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang

digunakan dalam pedoman ini menggunakan
CSA/FGD.
Form S
Contoh Kode Risiko
. Nomor
Tabun PE“““’/ Urut
Tingkat | Pelaksanaan | Jenis Du angk]at Risiko di Kode
Risiko Penilaian Risiko Entitas/
Risiko yang Perangkat
Menilai Daerah
RSP 19 o1 o1 01 RSP.19.01.01.01
RSO 19 02 21 01 RS0.19.02.21.01
ROO 19 02 21 o1 RCO0.19.02.21.01

Tingkat risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:
Risiko Strategis Pemerintah (RPJMD)

RSP
RSO

Risiko Strategis OPD (Renstra)
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Jenis risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri

ROO Risiko Operasional OPD (Renja)
dari 2 angka sebagai berikut:
01 Pendidikan

02 Kesehatan
03 PU dan Tata Ruang

04 Perumahan dan Kawasan

Permukiman
05 Ketentraman, Ketertiban

Umum, dan Perlindungan

Masyarakat
06 Sosial
07 Tenaga Kerja

08 Pemberdayaan Perempuan &

Perlindungan Anak
09 Pangan

10 Pertahanan
11 Lingkungan Hidup

12 Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

13 Pemberdayaan Masyarakat

Desa

14 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana
15 Perhubungan

16 Komunikasi dan Informatika

17 KUKM

18 Penanaman Modal

19 Kepemudaan dan Olahraga

20 Statistik

21 Persandian
22 Kebudayaan
23 Perpustakaan
24 Kearsipan

25 Kelautan dan Perikanan

26 Pariwisata
27 Pertanian
28 Kehutanan

29 Energi dan Sumber
Daya Mineral

30 Perdagangan

31 Perindustrian

32 Transmigrasi

33 Penyusunan Kebijakan
dan Koordinasi
Administratif

34 Administrasi
Kesekretariatan DPRD

35 Pembinaan dan
Pengawasan

36 Perencanaan
Pembangunan & Litbang

37 Keuangan dan

Pendapatan
38 Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
39 Bencana
40 Politik
99 Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01 Pemerintah Daerah
02 Sekretariat Daerah

03 Sekretariat DPRD

04 Inspektorat Daerah

05 Badan Perencanaan
Daerah dan Penelitian
Pembangunan

06 Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah

07 Badan Pendapatan dan
Aset Daerah

08 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

09 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

21
22

23
24
25
26
27

28

29

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
dan Pemukiman

Dinas Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
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Perempuan, dan Perlindungan

Anak
10 Dinas Penanaman Modal 30 Badan Kesatuan Bangsa dan
dan Pelayanan Terpadu Politik
Satu Pintu
11 Satuan Polisi Pamong Praja 31 Kecamatan Taliwang
12 Dinas Pendidikan dan 32 Kecamatan Seteluk
Kebudayaan
13 Dinas Pemberdayaan 33 Kecamatan Poto Tano
Masyarakat dan Desa
14 Dinas Perikanan 34 Kecamatan Brang Rea
15 Dinas Koperasi, 35 Kecamatan Brang Ene
Perindustrian, dan
Perdagangan
16 Dinas Perhubungan 36 Kecamatan Jereweh
17 Dinas Komunikasi dan 37 Kecamatan Maluk
Informatika
18 Dinas Ketahanan Pangan 38 Kecamatan Skongkang
19 Dinas Sosial 39 RSUD
20 Dinas Pariwisata, Pemuda, 99 Lainnya
dan Olahraga

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar

mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta

CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis

pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat

Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis

(entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat

Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta

CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah

Kepala Perangkat Daerah Kabag/ Kabid Perangkat Daerah

serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD

sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite

Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang

berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat

proses pelaksanaan CSA/FGD.,

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada

Kabupaten XYZ dilakukan sebagai berikut:

1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran
terpilih;

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan
ditampilkan pada layar LCD;

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama
peserta;

4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil
diskusi;

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko
(pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat
penyebab risiko apakah dapat dikendalikan
(controllable) atau  tidak dapat dikendalikan
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(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta
penerima dampak risiko).
Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan
pada Kabupaten XYZ dengan langkah tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan
kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan
strategis pemerintah daerah.
Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang
akan dilakukan pengelolaan risiko: Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat.
Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah
teridentifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah:
a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
rendah;
b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang
Kesehatan.
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko
Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada form 6.
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Form 6

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah
Nama Perangkat Daerah

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
: Dinas Kesehatan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Tahun Penilaian : 2018
Periode yang Dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019-2023)
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
No | Tujuan/Sasaran | Indikator Riatho Sebab c/ Dompak —
: Strategis Kinerja Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber uc Uralan Terkena
a__ R ) c d e 4 £ h i i k
Tujuan Strategis
Pemerintah
Daerah 1:
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan RSP.19. Kepala Belum tersedianya Internal C | 1. Angka kejadian Penyakit Kepala Daerah
Meningkatnya Harapan | Perilaku Hidup | 01.02.01 Daerah Sanitasi Total Berbasis Tidak Menular (PTM) tinggi Masyarakat
kualitas Hidup Bersih Sehat Masyarakat (STBM) 2. Angka kejadian Penyakit Perangkat
kesehatan (PHBS) rendah (Tidak termasuk Menular tinggi Daerah Terkait
masyarakat prioritas anggaran) 3. Angka stunting tinggi
Pelayanan RSP.19. Kepala 1. Sarana prasarana Internal C | AKI tinggi AKB tinggi Akaba Kepala Daerah
kesehatan 01.02.01 | Daerah belum memadai peningkatan kasus gizi Masyarakat
belum (Puskesmas PONED buruk Kasus HIV meningkat | Perangkat
memenuhi tidak tersedia,) Kasus TB meningkat Angka Daerah Terkait
SPM Bidang 2. Jumlah tenaga kejadian Penyakit Tidak
Kesehatan kesehatan belum Menular (PTM) tinggi Angka
memadai (Tenaga kejadian Penyakit Menular
laboratorium, dokter, Tinggi Angka stunting tinggi
tenaga kesehatan)
Keterangan:
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Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa
dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak
mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi
dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan
Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

risiko strategis Pemerintah Daerah:

a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat
merupakan risiko yang disebabkan kelemahan
pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/
tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/
monitoring dan lain-lain).

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan
oleh Bupati.

c¢) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa
potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di
tingkat Pemerintah Daerah untuk
memastikan/membantu pencapaian tujuan
strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam
bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau
pemantauan oleh Bupati.

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa
faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis
Perangkat Daerah yang dapat mengganggu
pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait
dengan tujuan strategis yang dipilih untuk
menjaring permasalahan pencapan  tujuan
strategis/operasional Perangkat Daerah yang
memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa
risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian
oleh Bupati.

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/
divalidasi Bupati.

Risiko Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah
dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas)
Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis
Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan
konteks strategis Pemerintah Daerah.

Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan
Kabupateb XYZ telah menetapkan konteks/tujuan
strategis (entitas) Perangkat Daerah Urusan Wajib
Kesehatan yang akan dilakukan penilaian Risiko.
Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang akan
dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib
Kesehatan: Tujuan Strategis Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dan Sasaran Strategis
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Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan

Reproduksi.

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi

Risiko Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan:

a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan
tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil
tidak teratur).

b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM
Kesehatan;

¢) Sarana pendukung ANC kurang memadai; dan

d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko

Strategis Perangkat Daerah dapat disajikan

sebagaimana form 7.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

risiko strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa
risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian
yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat
Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP
Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat
Daerah dll) — Pengendalian yang nantinya dirancang
merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh
kepala Perangkat Daerah.

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa
potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di
tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala
Perangkat Daerah/SOP  Perangkat Daerah,
monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk
memastikan/membantu pencapaian tujuan
strategis Perangkat Daerah terkait.

¢) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa
faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional
Perangkat Daerah yang dapat mengganggu
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait
dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang
dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan
tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang
memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala
Perangkat Daerah.

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa
risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah
merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan
langkah pengendalia oleh kepala Perangkat Daerah.

f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/
divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

3) Risiko Operasional
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Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat
Daerah. Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan
Kabupaten XYZ telah menetapkan konteks/tujuan
operasional Perangkat Daerah Urusan Wajib Pelayanan
Dasar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan
penilaian risiko.
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Form 7
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
: Dinas Kesehatan
: 2018

Nama Pemerintah Daerah
Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian

Periode yang Dinilai : Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
Tujuan Strategis : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahana : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
o Tujuan/ e in dikator Risiko Sebab c/ Dampak ‘
No . Sasaran Kode g Pihak
: Strategis Kinerja Uratan Risiwo | Pemilik Uraian Sumber | UC Uraian Tetkz::g
a b e d () f g h i i k
Tujuan
strategis:
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
Sasaran 1. Angka Penggunaan RSO.19. Kepala Kurangnya sosialisasi Internal C | Ibu hamil tidak Dikes
Strategis Kematian Ibu layanan kesehatan | 02.21.01 | Dinas Kesehatan Keterlibatan Mengetahui prosedur RSUD
Perangkat Melahirkan Per rendah (Persalinan Kesehatan | lintas program lintas pelayanan dan tanda- Masyarakat
Daerah: 100.000 tidak dilakukan sektor {Posyandu, tanda bahaya kehamilan
Meningkatnya | Kelahiran Hidup | pada faskes, RT/RW, Lurah,
Keselamatan 2. Angka kunjungan ibu Kecamatan, Perangkat
Ibu, Bayi, Kematian Bayi hamil tidak Daerah terkait) rendah
Anak, dan (AKB) Per 1000 teratur)
Reproduksi Kelahiran Hidup
3. Angka Kualitas pelayanan | RSO.19. Kepala Kompetensi tenaga Internal C | Kepuasan masyarakat Dikes
Kematian Balita APN tidak sesuai 02.21.02 | Dinas kesehatantentang APN rendah kualitas dan RSUD
(AKaBa) Per 1000 | SPM Kesehatan Kesehatan | (bidan, dokter) efektivitas pelayanan Masyarakat
Kelahiran Hidup Rendah rendah
4, Cakupan Sarana pendukung | RSO.19. Kepala Alat pendukung ANC Internal C | Kualittas dan efektivitas | Dikes
Pertolongan ANC kurang 02.21.03 | Dinas kurang pelayanan rendah RSUD
Persalinan oleh memadai Kesehatan Kepuasan masyarakat Masyarakat
Tenaga rendah
Kesehatan yang
memiliki
Kompetensi
Kebidanan
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5. Cakupan Mutasi tenaga RSO.19. Kepala Sistem Kepegawaian Internal UC | Kualittas dan efektivitas | Dikes
Pelayanan kesehatan terlatih | 02.21.04 | Dinas pelayanan rendah RSUD
Kesehatan Bayi Kesehatan Kepuasan masyarakat Masyarakat

rendah
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Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan

penilaian risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Kesehatan: Jaminan Persalinan (DAK non fisik).

Tujuan Kegiatan tersebut adalah: Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi

Risiko Operasional Dinas Kesehatan:

a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu;

b) Pengadministrasian tidak tepat waktu;

¢) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan
mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu
kelengkapan klaim, berupa dokumentasi.

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan.

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko

Operasional Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8.

c. Analisis Risiko

1)

2)

Melakukan Analisis Dampak dan Kemungkinan Risiko
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan
analisis risiko urusan wajib/ pilihan.

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib
pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten
XYZ dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko
yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta
diminta memberikan skor terhadap dampak dan
kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati
dengan cara menuliskan di selembar kertas.
Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari
seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total
peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak
dan kemungkinan risiko. Contoh Formulir Hasil
Analisis Risiko, sebagaimana form 8.

Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala
Daerah, sedangkan Tingkat Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah
untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang
akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman
ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi”
akan diprioritaskan untuk ditangani.
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Form 8

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah
Nama Perangkat Daerah

Tahun Penilaian

Periode yang Dinilai

Tujuan Strategis
Sasaran Strategis

: 2018
: 2019
: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak, dan Reproduksi

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
: Dinas Kesehatan

Urusan Pemerintahana : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Risiko - Schab Dampak
Indikator - — c/
No.| |[Keglatan | yojnaran | Tahap Uratan Kode | p ik Uratan Sumber | UC Uralan Pihak yang
Risiko : Terkena
a b c d ‘@ £ h i i : k
1. { Jaminan Terbayar- | Pertanggung- | Pertanggung- R0OO.19. Kadis / Berkas Eksternal | UC | Pembayaran Kepala Daerah
Persalinan kannya jawaban jawaban tidak 02.21.01 Kabid dokumentasi tidak dapat Kadis
1 (DAK NON Jaminan tepat waktu Kesmas pasien terlambat segera RSUD
FISIK) dilengkapi oleh direalisasikan Masyarakat
rumah sakit
Penatausa- Pengadministrasi- | ROO.19. Kadis / Berkas Eksternal | UC | Pembayaran Kepala Daerah
haan an tidak tepat 02.21.02 | Kabid dokumentasi tidak dapat Kadis
waktu Kesmas pasien terlambat segera RSUD
dilengkapi oleh direalisasikan Masyarakat
RSUD
Pelaporan Laporan Realisasi ROO0.19. Kadis / Rumah Sakit Eksternal | UC | DAK Triwulan Kepala Daerah
Keuangan 02.21.03 | Kabid menyampaikan berikutnya Kadis
Triwulan: Kesmas klaim tidak tidak RSUD
Kesulitan lengkap disalurkan Masyarakat
mengumpulkan Kemenkeu
administrasii
syarat pencairan,
yaitu kelengkapan
Klaim
Pemantauan | Kegagalan ROO.19. Kadis / Evaluasi Internal C | Terhambatnya | Kepala Daerah
dan evaluasi | mengidentifikasi 02.21.04 | Kabid dilakukan perbaikan Kadis
permasalahan Kesmas terbatas pada kegiatan
output
2. | Pemberian Terlaksa- | Perencanaan | Data Ibu hamil R0OO.19. Kadis / Kurangnya Internal C | Perencanaan Kepala Daerah
Layanan nanya miskin yang belum | 02.21.05 | Kabid koordinasi kurang tepat RSUD
kegiatan memiliki jaminan Kesmas dengan Dinas Masyarakat
kesehatan lainnya Sosial
dari kecamatan
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dan kelurahan

belum ada

Perhitungan RQO.19. Kadis / Tidak ada Internal Terhambatnya | Kepala Daerah

kebutuhan dana 02.21.06 | Kabid database pelayanan RSUD

tidak tepat Kesmas Masyarakat
Pelaksanaan | Adanya pasien ROO.19. Kadis / Tidak ada Internal Rendahnya Kepala Daerah

yang masih 02.21.07 | Kabid database kepuasan RSUD

dikenakan biaya Kesmas masyarakat Masyarakat

oleh RS/Bidan

(double claim)

Proses cross ROO.19. Kadis / Kurangnya Internal Terhambatnya | Kepala Daerah

check data dengan | 02.21.08 | Kabid koordinasi pelayanan RSUD

BPJS dan Kesmas Masyarakat

Jamkeskot yang

membutuhkan

waktu lama
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Form 9

Formulir Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah

Periode yang Dinilai
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian 2018

: Periode RPJMD Tahun 2019-2023
: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
: Urusan Wajib Pela

yanan Dasar Bidang Kesehatan

“Risiko” yang Kode Analisis Risiko
No. Teridentifikasi Risiko Skala Skala Skala
Dampak | Kemungkinan { Risiko
a b c d e f=dxe
I Risiko Strategis Pemda
1 Penerapan Perilaku Hidup RSP.19. 3 3 9
Bersih Sehat (PHBS) rendah | 02.01.01
2 Pelayanan kesehatan belum | RSP.19. 4 4 16
memenuhi SPM Bidang 02.01.02
Kesehatan
11 Risiko Strategis Perangkat
Daerah 1: Dinas Kesehatan
1 Penggunaan layanan RSO.19. 4 3 12
kesehatan rendah 02.21.01
(Persalinan tidak dilakukan
pada faskes, kunjungan ibu
hamil tidak teratur)
2 Kualitas pelayanan APN RSO0.19. 4 2 8
tidak sesuai SPM Kesehatan | 02.21.02
3 Sarana pendukung ANC RSO.19. 4 4 16
kurang memadai 02.21.03
4 Mutasi tenaga kesehatan RSO0.19. 4 3 12
terlatih 02.21.04
1 Risiko Operasional
Perangkat Daerah 1: Dinas
Kesehatan
1 Data Ibu hamil miskin yang | RCO.19. 4 4 16
belum memiliki jaminan 02.21.01 .
kesehatan lainnya dari
kecamatan dan kelurahan
belum ada
2 Perhitungan kebutuhan ROO.19. 2 2 4
dana tidak tepat 02.21.02
3 Proses cross check data ROO.19. 3 2 6
dengan BPJS dan 02.21.03
Jamkeskot yang
membutuhkan waktu lama
4 Adanya pasien yang masih ROO.19. 3 1 3
dikenakan biaya oleh 02.21.04
RS /Bidan (double caim)
S Pertanggungjawaban tidak ROO.19. 4 3 12
tepat waktu 02.21.05
6 Pengadministrasian tidak R0OO.19. 4 2 8
tepat waktu 02.21.06
7 Laporan Realisasi Keuangan ; ROO.19. 4 2 8
Triwulan: Kesulitan 02.21.07
mengumpulkan administrasi
syarat pencairan, yaitu
kelengkapan klaim, berupa
dokumentasi
8 Kegagalan mengidentifikasi | ROO.19. 4 3 12
permasalahan 02.21.08
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
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Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/medus skala

dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala

kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan
tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan Matrik
Analisis Risiko berikut:
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

i Dampak/Konsekuensi
mrmgss&::’uxsxs S.T“."“‘m Kecil Besar Sangat signifikan
1 2 3 4
g Hampir pasti 4
HE St
. R00.19.02.21.03 | RSO.19.02.21.02
¥ Remungkinan | 5 RO0.19.02.21.06
Sangat jarang |
|__Keterangan:
Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan
strategis “Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat”, maka Daftar Risiko (Risk Register)

Prioritas Kabupaten XYZ adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian 12018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Waijib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
No. Risiko Prioritas e | Skala w Penyebab Dampak
a b c d e f £
I Risiko Strategis
Pemda
1 Pelayanan kesehatan RSP.19. 16 Kepala | 1. Sarana AKI tinggi AKB tinggi
belum memenuhi SPM | 02.01.02 ‘Daerah | prasarana belum Akaba peningkatan
Bidang Kesehatan memadai kasus gizi buruk Kasus
{Puskesmas HIV meningkat Kasus
PONED tidak TB meningkat Angka
tersedia,) kejadian Penyakit
2. Jumlah tenaga Tidak Menular (PTM)
kesehatan belum tinggi Angka kejadian
memadai (Tenaga Penyakit Menular
laboratorium, Tinggi Angka stunting
dokter, tenaga tinggi
kesehatan)
II | Risiko Strategis
Perangkat Daerah 1:
Dinas Kesehatan
1 | Sarana Pendukung RSO.19. 16 Kepala | Alat pendukung Kualitas pelayanan
ANC Kurang 02.21.03 Dinas | ANC tidak ANC tidak sesuai SPM
Memadai dikalibrasi dan alat | kesehatan
ANC kurang
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III | Risiko Operasional
Perangkat Daerah 1:
Dinas Kesehatan
1 Data Ibu hamil miskin | ROO.19. 16 Kepala | Kurangnya Perencanaan kurang
yang belum memiliki 02.21.01 Bidang | koordinasi dengan | tepat
jaminan keschatan Dinas Sosial

lainnya dari kecamatan
dan kelurahan belum
ada

3)

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk
ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun
pengendalian untuk menurunkan kemungkinan
munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari
risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.
Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang
Dibutuhkan

tkhtisar Evaluasi Pongondatian yang Ada dan yang Dibutuhkan

© Mongdontd kGt RONJONGaIRon yorx) Luaah OO e Gt GONGaN U0 yan)
d-preornots On untus atangens (ddvtola)

Tupson

MR I CIORLAIGE PUNQUKIGLSGN YONG KO
- ManG Qo at Pengenadoian Yo MoLn diatuta anldangun

- Daftor pangondaian yang ok uniuk L]

urusan
* HOU! IGONAkOU PANgINTORan Yang Mouh CHutunian UNTuk Macng
Q Fizko pr wrusan {pianan

Kotuaran

ing Nsiko pr

Halarsana/Phak Toersat

- SORG0 LERI L KOOI ENTI

- un )Ponnn Rado tingaat freton 2 (Kopoio OFD{SKEFD dom Kabagfxabed
OFO,

- Fasatator

Strategls (Entiias) OPD

- Kopata OPD

- Ung Pomik Risao fngeat Escton L don 2
- fastotor

Operasionat OPO
- Kopaky O
- Una Fatmdic Risao Tingeat, Escion 3 don 4
- Fasstotor
waktu gls P
= Parmassunan RPIMD
= Droviu/ EMULGLIIAGN Yotiap (OTuN POCO BOUT PONYUTUNGN KUA/PPAS
strategls (Entiurs) OPD
~ POUA S0GE PONYLIANGN RoNSra OFD
- Owoviul dmutakhincan sothop tohun pado 5aat poryutunan RKA-OPD

Operastonal OPFD
POAG 00T HEAVLIUNGN REA-OFD

sumbar gata wiaing csajiap

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup

penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi

pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang

diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada

tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a) Kebijjakan dan Prosedur pengendalian sudah
dilakukan, namun belum mampu menangani risiko
yang teridentifikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang
jelas;

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai
dengan peraturan diatasnya.

Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional

Dinas Kesehatan pada Kabupaten XYZ, langkah ini

dilakukan sebagai
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berikut:

a) Risiko Operasional: Data Ibu hamil miskin yang
belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari
kecamatan dan kelurahan belum ada.

(1} Kebijakan yang sudah ada untuk menangani
risiko ini adalah Juknis Penggunaan DAK Non
Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).

(2) Penilaian efektfitas pengendalian yang ada dan
kelemahan pengendalian (celah pengendalian).
Celah pengendalian ini contohnya seperti
pengendalian yang ada belum mampu
menangani risiko yang ada, pengendalian yang
ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya,
pengendalian belum diikuti dengan prosedur
baku yang jelas, pengendalian belum
dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah
(masih ada risiko lain yang timbul).

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan Beberapa kebijakan yang masih
perlu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten XYZ
untuk menangani risiko pada Urusan Wajib
Kesehatan antara lain adalah Evaluasi atas
Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).

(4) Penetapan penanggungjawab pengendalian yang
dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian
yang dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang
berkompeten, berwenang, dan terkait dalam
membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
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lkhtisar Penyusunan RTP

Tujuon : - Mengidennhkosi Renoana Tindok Pengendalian (RTP) untuk mengatasi
kelemahan lingkungon pengendaloion
- Mengidentifikasi RTP untuk mengaotasi fisiko padn tingkat strategis
pemerintah doerah, lingkat strotegis {entitas) OPD, dan tngkat operasional
orD

Keluaran : - Daftar Rencana Tindak Pengendalion untuk Mengatasi Risiko
- Rekopitulasi RTP

PeloksanofPihok Terkait :  Strotegis Pemerintch Daerch
- Xepola Deerch
- Sekdo seloku kordinator
- Unit Pengeloala Risiko Pemda (Kepaia doerah dan kepala OPD/SKPD)
- Fosilitator
Strotegis (Entitas) OPD
- Xepata OPD
- unit Pe)mm Risiko lingkat eseion ! otau 2 (Kepaia OPD/SKPD dan Kabag/
kabid
- Fasifitator (opsionat)
Operasicnal OFD
- Kepalo OPD
- Unit Pemiik Risiko Tingkat Eseton 3 atou 4 OPD
- fasilitator (opsiona)

Waoktu :  Strategls Pemerintoh Daerah
- n RPIMD
- Direviu/ dimutakhirkon setiap tahun pedo saot penyusunan KUA/PPAS

Strategis (€ntitos) 0FD

- Pada saot paryusunan Renstra OFD

- Direviu/ dimutakhirkan setiop tahun peda seat penyusuncn RKA-OPD
OPD

Pada saat penyusuncn RKA-OPD
Sumberdglautomo  :  CSAJFGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat
untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna
mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern
dan mengatasi risiko prioritas yang sudah
teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP dapat
digambarkan sebagai berikut:

Mempsun
racongonintormos: [ 1 tonocengen
dortorunicsictos I §i  rontongdan

1330 dan &P aavios AP

Tngoksa untut
Mengoloy
ke'emohon
lrglungan

engendalonyeng
Dtiutuhton do'om

&angra Vongotasi
Fengondo'an

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi
Kelemahan Lingkungan Pengendalian.
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Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian
yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan

pengendalian.

Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan
pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran
Jorm 2, selanjutnya disusun Rencana Tindak

Perbaikan untuk Lingkungan Pengendalian
sebagaimana sebagai berikut:
Nama Pemerintah Daerah ¢ Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian : 2018
Kondisi Lingkungan Rencana Tindak
No. | Pengendalian Kurang | Perbaikan Lingkungan Penanggungl ‘ll;arge:lWaktui
Memadai Pengendalian i eny
A b c d e
I | Penegakan Integritas dan Etika
1 | Banyak terjadi Analisis/kajian Inspektorat Triwulan I1 2019
pencopotan/mutasi kelemahan
pejabat daerah karena | pengendalian
tersangkut kasus kepatuhan hukum
hukum
II | Komitmen Terhadap Kompetensi
1 | Pegawai belum Penyusunan peta BKPSDM Triwulan I
ditempatkan sesuai kompetensi dan 2019
dengan kompetensi perbaikan SOP
dan pengalaman penempatan pegawai
2 | Kualifikasi dan Recruitment dokter Dinas Triwulan III
kompetensi Dokter dan tenaga kesehatan | Kesehatan 2019
serta tenaga kesehatan
di RSUD Kab. XYZ
belum memenuhi
kebutuhan akan
pemberian pelayanan
kesehatan di EraJKN
Il | Kepemimpinan yang Kondusif
1 | Pimpinan belum Penyusunan kebijakan | Sekda Triwulan I 2019
menetapkan kebijakan | pengelolaan risiko
pengelolaan risiko
2 | Rencana strategis dan | Penilaian risiko Bappeda & Triwulan I 2019
rencana kerja pemda rencana strategis dan Litbang
belum menyajikan rencana kerja
informasi mengenai
risiko
3 | Pelayanan pasien BPJS | Evaluasi pemberian Inspektorat Triwulan 1 2019
di Kab. XYZ belum layanan dan
optimal dan terdapat kepatuhan regulasi
regulasi Dinas
Kesehatan Kab. XYZ
tidak berjalan
sebagaimana mestinya
yaitu ketentuan
mengenai peran dokter
IV | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan SDM
1 | Pemda belum Sostialisasi budaya Sekda Setiap Bulan
menginternalisasi risiko pada setiap rapat
budaya sadar risiko bulanan
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2 { Belum terdapat Kajian rancangan BKPSDM Triwulan 1 2019
pemberian reward pemberian reward
dan/atau punishment dan/atau punishment
atas pengelolaan risiko | atas pengelolaan risiko
3 | Evaluasi kinerja Kajian rancangan BKPSDM Triwulan [ 2019
pegawai belum perhitungan hasil
dipertimbangkan kinerja terhadap
dalam perhitungan penghasilan
penghasilan
4 | Anggaran Kebijakan efisiensi BKPSDM Triwulan [ 2019
pengembangan SDM penggunaan anggaran
belum memadai
S | Pemerintah Kab. XYZ Penyusunan strategi Dinas Triwulan II
belum memiliki strategi | pemenuhan dan Kesehatan 2019
dalam pemenuhan dan | pendistribusian SDM
pendistribusian SDM kesehan (Rekomendasi
kesehatan BPK)
6 | Pemenuhan tenaga Perbaikan sistem RSUD Kab. XYZ | Triwulan II
kesehatan di RSUD Pemenuhan tenaga 2019
Kab. XYZ belum kesehatan di RSUD
memperhatikan tingkat | Kab. XYZ
kebutuhan
V_ | Perwujudan Peran APIP yang Efektif
1 | Inspektorat Daerah Perbaikan prosedur Inspektorat Triwulan I 2019
belum melakukan pengawasan kinerja
audit kinerja atas dan penyusunan PKPT
penyelenggaraan Inspektorat
urusan kesehatan
dalam tingkat strategis
2 | Inspektorat belum Perbaikan prosedur Inspektorat Triwulan 12019
memberikan layanan fasilitasi penerapan
fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan
pengelolaan risiko dan | penyelenggaraan SPIP
penyelenggaraan SPIP | dan penyusunan PKPT
Inspektorat
3 | Inspektorat belum Perbaikan prosedur Inspektorat Triwulan I 2019

optimal melaksanakan
pengawasan berbasis
risiko.

pengawasan intern
berbasis risiko dan
penyusunan PKPT
Inspektorat

b)

Merumuskan Kegiatan Pengendalian  yang
Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi
risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan
dibangun perlu memperhatikan respon risiko.
Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam
memfokuskan  kegiatan pengendalian yang
diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan
pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon
risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
(1) Menghindari risiko (avoid).
Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak
memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang
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dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko
dapat menjadi tidak tepat jika individu atau
instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran
risiko secara tidak tepat justru dapat
meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau
mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh
manfaat.

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan risiko

(abate).
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah
kemungkinan munculnya risiko agar
kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat
berkurang. Istilah lain yang juga digunakan
adalah pencegahan (prevention).

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak

risiko (mitigate).
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/
mengurangi konsekuensi/ dampak risiko agar
kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang
juga digunakan adalah penanggulangan. Abate
dan mitigate terkadang disebut dalam satu
istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).

(4) Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko.
Respon ini melibatkan pihak lain dalam
menanggung atau berbagi sebagian risiko.
Contoh mekanismenya antara lain meliputi
kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur
organisasi seperti kemitraan dan joint ventures
untuk menyebarkan tanggungjawab dan
kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko
dengan instansi lain, umumnya akan terdapat
biaya finansial atau manfaat yang timbul,
misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik
keseluruhan maupun sebagian, maka instansi
yang mentransfer risiko mendapat risiko baru,
yaitu instansi lain yang memeroleh transfer risiko
tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara
efektif.

(5) Menerima  atau mempertahankan  risiko

(accept/retain).
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada
risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus
ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak
memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain
menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis

Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat

Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak

Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang
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Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung
Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan
strategis “Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat” disajikan sebagaimana form 10 (kolom
g-i), selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko
prioritas dan RTP-nya disajikan dalam form 10
sebagai berikut:



Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
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Form 10

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
: 2018
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Rencana Pemilik/
No. Risiko Prioritas pode | Uraan Fengendatan | Celah Pengendalian Tindak Penanggung | Lo g0 Weutu
yang Pengendalian Jawab i
a b c d e f g h
I | Risiko Strategis Pemda
1 | Pelayanan kesehatan belum | RSP.19. | SOP Pertolongan Prosedur Recruitment Kepala Daerah | Triwulan IV
memenuhi SPM Bidang 02.01.02 | Persalinan pengendalian tidak tenaga honorer 2019
Kesehatan dapat dilaksanakan kesehatan
II | Risiko Strategis Perangkat
Daerah 1: Dinas Kesehatan
1 | Sarana Pendukung ANC RSO0.19. | SOP Kalibrasi Alat Prosedur Evaluasi atas Kepala Dinas | Triwulan [
Kurang Memadai 02.21.02 pengendalian belum | implementasi 2019
dilaksanakan SOP Kalibrasi
Alat
Standar Pelayanan Prosedur Evaluasi atas Kepala Dinas | Triwulan Il
Puskesmas pengendalian belum | implementasi 2019
dilaksanakan Standar
Pelayanan
Puskemas
III | Risiko Operasional
Perangkat Daerah 1: Dinas
Kesehatan
1 | Data Ibu hamil miskin yang | RO0.19. | Juknis Penggunaan DAK | Prosedur Evaluasi atas Kepala Bidang | Triwulan II
belum memiliki jaminan 02.21.01 | Non Fisik (Permenkes pengendalian belum | implementasi 2019
kesehatan lainnya dari Nomor 3 Tahun 2019) dilaksanakan Permenkes
kecamatan dan kelurahan Nomor 3 Tahun
belum ada 2019
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom ¢ diisi dengan kode risiko
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Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya,
Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif;

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP




c)

d)
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Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian
yang dibangun yang dicontohkan pada gambar di
bawah merupakan bentuk dari “mengubah/
mengurangi munculnya risiko (abate)”

Contsh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Naus:za Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XY2

Tahun Penilaian 1 2018

Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Pernyataan Risiko

1 Risiko Strategis Pemerintah Doerah
1 Peloyoncnkesehatan belum Reknamen tenoga honorer KepciabDoerch  Triwulaniv
memenuhi SPM Bidong Kesehoton  kesehatan 2019
n  Riio Strategis OPD: Dnos

Kesehoton (2019-2023)

y  Sorana pendukung ANC kureng Evaluosi ctos implementasi  Kepio Dinas Triwulan( 2019

memadai SOP Algt Kalibrasi

Evciuosi ctos implementasi  Kepaia Dinas Tewlon1 2019

Standar Peloyanan
Puskemnos

RiskoOperasono! OPD . Dinos
Kesehaten (2019)

) Dalnibuhomilmisinyongbelum  Evolunsictos tmplementasi  KepalaBogion  Triwuian|2019

memifid jaminan kesehatan {Permentes Nornor 3 Tahun
{ginnya doni kecameten don 2019)
kehurohon beium odo

Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua
Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak
perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana
tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat
kemungkinan merupakan bentuk adanya
kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau
berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab
itu, pada tahap ini perlu memperhatikan
kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua
rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut
sehingga dapat menghindari duplikasi rencana
tindak perbaikan pengendalian.

Menyusun rancangan informasi dan komunikasi
atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan
rancangan informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam
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pengendalian mengetahui  keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
Contoh  form  rancangan  pengomunikasian
pengendalian yang dibangun disajikan sebagai
berikut:

Xeglotan Pehgendnli=
CR yung GIiota on

Triwdont

retahalon Boppods [z w3
2 d omph GQnas Stat Onos
SOP kastroy Algt faoren Ketehaton techatontertat  Trimdeni
W08
€ pementay IS [ St Ones
3 Standar Pelayanon fdaron otahaon fotahaton teckat
Ausremas
Ropat St S Dros Trasont
4 hwnasigcs smgonordan  foaon bnes totehctan tentst 2009
{Pesmenton tiomor 3 Tohun Eeschoran

2%}

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan
pengomunikasian pengendalian yang dibangun
disajikan dalam form 11.

Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko
dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau
keterjadiannya dan pengendalian yang telah
dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.
Contoh form rancangan monitoring/pemantauan
risiko dan RTP disajikan sebagaimana form 12
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Form 11

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

: Urusan Waijib Pela

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
:2018
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yanan Dasar Bidang Kesehatan

Kegiatan Media/Bentuk Penvedia Penerima Rencana Realisasi
No. Pengendalian yang Sarana InfoZm asi Informasi Waktu Waktu Keterangan
Dibutuhkan Pengomunikasian Pelaksanaan Pelaksanaan
a b c d e f g h
1 | Recruitment tenaga Rapat Sekda/Bappeda | Dinas Kesehatan Triwulan IV Februari 2019 | Telah dilaksanakan dan
honorer kesehatan BKPSDM 2019 ditindaklanjuti. Dokumentasi
berupa notulen
2 | Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan | Staf Dinas Triwulan I 2019 | Februari 2019 | Telah dilaksanakan dan
implementasi SOP Edaran Kesehatan terkait ditindaklanjuti. Dokumentasi
Kalibrasi Alat berupa notulen
3 | Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan | Staf Dinas - Triwulan II Februari 2019 | Telah dilaksanakan dan
implementasi Standar | Edaran Kesehatan terkait | 2019 ditindaklanjuti. Dokumentasi
Pelayanan Puskemas berupa notulen
4 | Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan | Staf Dinas Triwulan II Februari 2019 | Telah dilaksanakan dan
implementasi Edaran Kesehatan terkait | 2019 ditindaklanjuti. Dokumentasi
Permenkes Nomor 3 berupa notulen
Tahun 2019
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Form 12

Contoh Rancangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

: 2018
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Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Bentuk/Metode Penanggung Rencana Waktu Realisasi
No. Kegl atanDli’: nlgenl ldalla.n Pemantauan yang Jawab Pelaksanaan Waktu Keterangan
yang u Diperlukan Pemantauan Pemantauan Pelaksanaan

a b c d e f g

1 | Recruitment tenaga Konfirmasi persiapan dan | Kepala Dinas Oktober, Oktober, Monitoring telah dilaksanakan,
honorer kesehatan laporan pelaksanaan Kesehatan November, November, didokumentasikan, dan

kegiatan Direktur RSUD Desember 2019 Desember 2019 | didistribusikan

2 | Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Semester | Juni 2019 Monitoring telah dilaksanakan,
implementasi SOP laporan pelaksanaan Kesehatan didokumentasikan, dan
Kalibrasi Alat kegiatan Direktur RSUD didistribusikan

3 | Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Semester | Juni 2019 Monitoring telah dilaksanakan,
implementasi Standar laporan pelaksanaan Kesehatan didokumentasikan, dan
Pelayanan Puskemas kegiatan Direktur RSUD didistribusikan

4 | Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Semester | Juni 2019 Monitoring telah dilaksanakan,
implementasi Permenkes | laporan pelaksanaan Kesehatan didokumentasikan, dan
Nomor 3 Tahun 2019 kegiatan Direktur RSUD didistribusikan

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan
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3. Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang

akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan

pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu
dilakukan adalah menerapkan Rencana  Tindak

Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi

beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan
atau penyem- purnaan kebijakan dan prosedur sebagai
tindak lanjut dari RTP.

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang
sistem pengendaliannya perlu dibangun atau
diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan
dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan
kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila

diperlukan.

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur
pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur
pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
dan

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah
dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan
kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional
sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat,
pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat

komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap

tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan
lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah

pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian

yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan
pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada
pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah,

Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya.

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah

disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait

misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan,
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masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana

pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen

RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan;

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah
(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak
yang berkepentingan;

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan
misalnya dengan undangan, notulen/laporan
pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap
penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP.
Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi
pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah
untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis
Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk
pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah.
Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan

sebagai berikut:

Realisasi Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun
Nama Pemerintah Daerah : Pemorintah Kabupaten XYZ
Tahun Pendaian 2018

Tujuan Strategis immmmwtmmuuyuw
' A t Bidang |

on yong dibutuhkon

1 Rerstmenierogohoncrer  Ropat Setdofsoppe-  Onoskesehaion p—— Februan 2018 Teghdscroon &
tesehaton do 8P dtnockianti

2 bouesiclesrpkmenios  RopatfSur  Dinos Staf Oinas Ioeoni gl FeoRon 20 Teich daksangion &
SOP Kafidrasi Al fderan Cosohoton esehaeon terkal dtingakarti

3 bhowsotsmpemenios  kpoSut  Dinas Swibnas Fobruan 3619 Teiohdickegnoton &
S0P it fderon Ceschaton tosehaton teria Tnavion) 2088 dundehonpsi

4 bowosictesmpimenisy  RopatfSu  Dinos Stof Onas Trsdn! febnu 201 Teioh dkksarakon &
(Permorkes homer 3Tohan {doon eschoton Eesoharon torkast dungaonai
) 0 a

. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang
mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat
Eselon II), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon III),
Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai
dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan
pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh
Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat
bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.
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Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai
Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan
menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah
dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan
untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah
dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
Pencatatan pemantauan dapat menggunakan form 12
Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern

yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).
Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tohun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Kegiatan Pengendali
an yang dibutuhkan

} Retrutmen tenaga honorer  Konfirmasi Bucnonokh  OKtober. OKtcber. Monitaring telah

kesehatan persiopan don Xepala Dinos November, Kovember, dilaksangkan,
laparan Kesehatan Desember Desember didokumento-
pelaksanoan Dirgitur RSUD si-kon den
kegictan Trisu'onon dcdistribusikon

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian
risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah
perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk
event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko
dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form
pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi
menggunakan form 12.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah,
dan oleh UPR Tingkat Eselon II dan III terkait dengan Risiko
Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional
Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian
risiko yang dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:
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Contoh Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemerintah D h o Py
Tahun Penilaian
Urusan Pomerintahan

Pomyataan

Rlalko

1 Risiko Stratogis
Pamarintah Daorah

1 Poloyonan keschotan
bolum momenuhi
SPM Bidong
Xosehatan

Evotuas) atas
tmplomaeontasi SOP
Potzolinon

Walkoto Triwuton 0

] Risiko Strategis OPD.
Dinas Kkesehatan
(2019-2023)

1 Sartana pondukung Evahuasi atas Kepala Oinas Triwrutan o
ANC kurang Implemontas: SOP
momoadas Alat Kalibross
Evatuos atas Kopola Dinas Triwutan 01
tmplemontas:
Stancdar Pelayancn
Pugskemas
" Risiko Operasional
OPD : Dinas
xosehaton (2019)
1 Oata ibu hamil mistin tvaluasi atos Kopala Baglon Trvutan |
yang betum momilit Implomontasi
jaminan tesehatan (Pormonkos Nomaor 3
tainnyo dati tahun 2019)

kacamatan dan
kolurahan belum cdo

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam
setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah
dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung
jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan
pengelolaan risiko setidaktidaknya berupa Laporan Pelaksanaan
Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko
strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas)
Perangkat Daerah/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu
disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan
Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati
dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian
risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat
operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala
Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.
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B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
dan

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas)
Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan,

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas)
Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Tahunan.

C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit
Kepatuhan
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang
disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah.




